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ANALISIS HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI POLRI DALAM
MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT DI KABUPATEN

MUARA ENIM
Penulis, Pembimbing Pertama,
REGGY PERMANA SUKATENDEL Dr.Hj.RIANDA RIVIYUSNITA, SH., MKN.
011900112 Pembimbing Kedua,
LLIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang
dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi
hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan

sikap para demosntran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik s
moril maupun materil, menggunakan metodologi penelitian penelitian normatif yaitu 5?;“
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder : ,’;l_'-;j
yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data

di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan
hukum primer berupa asas — asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku —
buku hukum (Texthook), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet,
dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, Kepolisian Resort (Polres) di tingkat Kabupaten/kota. Bentuk penanganan

aksi unjuk rasa oleh kepolisian Kabupaten Mura Enim yaitu dibutuhkan adanya G
kordinasi yang intensif antara pihak pemerintah daerah dan pihak kepolisian agar
dapat menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa yang terjadi, demikian pula
sosialisasi aturan yang menyangkut unjuk rasa dalam arti menyampaikan pendapat
muka umum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Upaya reprensif dan prey :
polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat, Tindakan Represif
Menyemprotkan water connon dan gas air mata, memukul menggunakan tong!
senjata tumpul, menembak menggunakan peluru tajam. Upaya preventif m :
upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai de

| B Prosedur tetap (Protap). 2

Analisis Hukum, Polri, Unjuk Rasa.
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BAB 1V
PENUTUP

A Kesimpulan

i I. Analisis hukum terhadap tugas dan fungsi polri dalam menghadapi unjuk
rasa masyarakat di kabupaten muara enim, pelaksanaan koordinasi antara
Kepolisian dacrah (Polda) tingkat Provinsi, dengan Kepolisian Resort
(Polres) di tingkat Kabupaten/kota. Bentuk penanganan aksi unjuk rasa
oleh kepolisian Kabupaten Mura Enim yaitu dibutuhkan adanya kordinasi
yang intensif antara pihak pemerintah dacrah dan pihak kepolisian agar
dapat menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa yang terjadi, demikian
pula sosialisasi aturan yang menyangkut unjuk rasa dalam arti

menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan perundangan yang

berlaku.
4. Upaya reprensif dan preventif polri dalam menghadapi unjuk rasa

<varakat. Tindakan Represif Polri, Menyemprotkan water connon dan

air mata, memukul menggunakan tongkat atau senjata tumpul,

i ik menggunakan peluru tajam.
e #mmhndalmmelakukan tugas sesuai dengan

Upaya preventif merupakan upaya

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

L BAE |A" ‘I.‘W':’, "_.u.,": r!:‘-.i-!
: -8 o
(o' o N
i 5
Aol Wik
DAFTAR PUSTAKA o SR,
. oy - 8 s
-

_ : " W “Mengenal Alam Suci Menapak Jejak Al
MM&HTMM'L Kutub, Yogyakarta, 2004 ko

sarwat, Figih Politik, DU CENTER. Jakarta. 2010

;’ “Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah”, Bumi Aksara, Jakarta,
~L" 1] ”'2'

;‘ A JTeori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan
” nce) Termasuk Inte rpretasi Undang-Undang.

Legisprudence. Jakarta 2012

i it. Mahasiswa. kekuasaan dan Bangsa. lingkaran Studi Mahasiswa,

Jakrta. 1989.
Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa Studi Kasus Pada Universitas Islam
"MH'M <sar. Pascasarjana UGM, Jogjakarta. 2004.

« gkhiak Tasawuf = A

n

farusia Etika dan Makna Hidup ", Penerbit

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

